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Setjen DEN sebagai think-tank dari DEN
tentunya mempunyai peran penting
dalam pengumpulan data dan informasi
berkaitan keenergian sehingga wajib untuk
menerapkan risk management 1T guna
menjaga terhadap segala kemungkinan
yang terjadi berkaitan dengan penggunaan
IT (data dan informasi) di lingkungan Setjen
DEN.

Pengukuran tingkat kematangan tata kelola
IT dilingkungan Setjen DEN

Pengukuran tingkat kematangan tata
kelola IT dilingkungan Setjen DEN, tools
pengukurannya dengan Cobit. Hasil yang
diharapkan dari  Pengukuran tingkat
kematangan TKTI dilingkungan Setjen
DEN adalah tersedianya laporan hasil
pengukuran tingkat kematangan tatakelola
IT dilingkungan Setjen DEN.

Implementasi knowledge management di
lingkungan Setjen DEN.

Manajemen pengetahuan  (knowledge
management)  merupakan  rangkaian
kegiatan yang digunakan oleh organisasi
untuk  mengidentifikasi, menciptakan,
menjelaskan, dan mendistribusikan
pengetahuan untuk digunakan kembali,
diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi.
Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif
organisasi dan ditujukan untuk mencapai
suatu hasil tertentu seperti pengetahuan
bersama, peningkatan kinerja, keunggulan
kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih
tinggi.

Konsep manajemen pengetahuan ini
meliputi penggabungan dari pengelolaan
sumber daya manusia (SDM) dan teknologi
informasi  (TI) dengan tujuannya untuk
mencapai organisasi yang semakin baik.

6) Penyusunan
Enterprise.

Perkembangan teknologi informasi
memang memainkan peranan yang penting
dalam konsep manajemen pengetahuan,
hampir ~ semua aktivitas  kehidupan
manusia akan diwarnai oleh penguasaan
teknologi informasi, sehingga jika berbicara
mengenai manajemen pengetahuan tidak
lepas dari pengelolaan. Melihat pentingnya
Knowledge Management bagikelangsungan
sebuah organisasi maka Sekjen DEN
perlu mengimplemantasikan Knowledge
Management agar data dan informasi di
lingkungan Setjen DEN dapat terus terjaga,
dan adanya transfer pengetahuan antar
Pegawai (SDM) dilingkungan Setjen DEN.
Perencanaan Arsitektur
Pengertian  Enterprise  adalah  suatu
kumpulan beberapa organisasi yang saling
terkait dan memiliki kesaman visi dan
tujuan untuk memperoleh keuntungan (The
Open Group, 2011). Salah satu contoh dari
enterprise adalah sebuah unit perusahaan,
divisi, pemerintah bahkan sekumpulan
organisasi terpisah secar geografis namun
terhubung satu sama lain.

Sedangkan Arsitektur Enterprise selanjutnya
disebut Enterprise Architecture (EA) adalah
sebuah gambaran atau blueprint untuk
mengorganisasi - semua  proses  bisnis
enterprise, informasi yang dibutuhkan dan
teknologi-teknolgi pendukung. Dalam EA
terdiri dari defenisi keadaan sekarang (As-
Is), Visi status masa depan (7o0-Be) tentang
bisnis seperti halnya teknologi, dan cara lain
untuk mengatur kompleksitas.

Pada saat organisasi ingin merencanakan
pengembangan EA yang sesuai dengan
kebutuhannya, pada umumnya akan
mengalami kesulitan karena banyaknya
metodologi ataupun framework yang bisa
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digunakan. Di samping permasalahan
tersebut, dewasa ini organisasi juga
dihadapkan  pada dilema tentang
bagaimana cara menyelaraskan antara
strategi bisnis dengan strategi teknologi.
Untuk menjawab tantangan ini organisasi
harus mengembangkan EA yang mampu
menyediakan suatu framework, hal ini untuk
membuat keputusan teknologi informasi
jangka panjang yang tepat guna dengan
mempertimbangkan kebutuhan organisasi
secara keseluruhan.

Pada prinsipnya EA adalah tools yang
digunakan untuk mewujudkan keselarasan
[T dengan bisnis yang dijalankan organisasi.
Keselarasan hanya bisa dicapai apabila
organisasi  benar-benar mendefinisikan
kebutuhannya secara menyeluruh.
Kebutuhan dimulai dari mendefinisikan
arsitektur bisnis dari organisasi, arsitektur
data yang akan digunakan, arsitektur
aplikasi yang akan dibangun dan arsitektur
teknologi yang nantinya mendukung
jalannya aplikasi. Setiap proses dan
tahapan dalam mengembangkan EA
sangat memperhatikan domain bisnis yang
ada dalam organisasi, sedangkan domain
data atau informasi dan teknologi sangat
dipengaruhi  oleh perkembangan dari
teknologi dan aplikasi.

Keselarasan penerapan sistem informasi
dengan kebutuhan organisasi hanya mampu
dijawab dengan memperhatikan faktor
integrasi  didalam  pengembangannya.
Tujuan integrasi yang sebenarnya adalah
untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi
dalam proses pengembangan sistem.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut,
maka diperlukan sebuah paradigma
dalam merencanakan, merancang, dan
mengelola sistem informasi yang disebut
dengan arsitektur enterprise (enterprise

architecture).

b. Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan .

Setjen DEN :

1) Identifikasi Kebutuhan SOP AP dilingkungan
Setjen DEN;

2) Penyusunan dan Evaluasi SOP AP di
lingkungan Setjen DEN; serta

3) Penataan Hubungan dan Tata Kerja DEN
dengan Setjen DEN

Ukuran keberhasilan untuk area Penataaan
Tatalaksana adalah terselenggaranya
e-government yang baik di lingkungan Setjen
DEN dengan terimplementasinya IT good
governance sehingga pengembangan IT akan
sesuai dan selaras dengan proses bisnis Setjen
DEN. Hal tersebut dapat dilihat dari output
berupa sebuah laporan pengukuran tingkat
kematangan tata kelola Tl di lingkungan Setjen
DEN, tersusunnya /T Masterplan di lingkungan
Setjen DEN sehingga  pengembangan SlI/
Tl di lingkungan Setjen DEN menjadi terarah
dan mempunyai tujuan yang jelas, dan
terimplementasinya IT Risk management, serta
terimplementasinya Knowledge Managent di
lingkungan Setjen DEN.
Selainituukurantingkatkeberhasilantatalaksana
Setjen DEN dapat dilihat dari SOP AP yang telah
disusun dan dilaksanakan di lingkungan Setjen
DEN.

Rencana aksi untuk area Penataaan Tatalaksana
yaitu melaksanakan hal-hal yang berkaitan
dengan pengembangan e-government  di
lingkungan Setjen DEN yaitu dengan segera
melakukan pengukuran tingkat kematangan IT
good governance/ TKTI di lingkungan Setjen
DEN dengan menggunakan framework COBIT
sehingga dapat diketahui sampai dimana
tingkat kematangan TKTI Setjen DEN. Selain
itu akan segera dibentuk /T steering committee
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di lingkungan Setjen DEN dimana salah satu
tugasnya adalah menentukan project IT
mana saja yang harus diprioritaskan untuk
dilaksanakan terlebih dahulu.

Aksi selanjutnya adalah segera melakukan
penyusunan /T Masterplan/ Grand design
pengembangan IT di lingkungan Setjen DEN,
adapun proses penyusunan [T Masterplan
adalah dengan mengadakan FGD (Focus
Group Discussion) antara semua pejabat dan
stakeholder di lingkungan Setjen DEN guna
menghasilkan kebutuhan IT apa saja yang
diperlukan untuk 5 tahun kedepan.

Kemudian dilaksanakannya risk management
IT di lingkungan Setjen DEN dan melaksanakan
knowledge management.

Irnplem

asi Huburgan dan Tata
Kera DEN dangan Satien DEN

Irventarisasi S0P

Penataan Hubungan dan Tata
Karja DEN dengan Satjien DEN

Lebutuhan S0P

Irventarizas! dan (dentifilasi
tuhan S0P

Paryusunan & Evaluasi S0P AP

Evaluasi & Perymmpurnaan Pata
Proses Bisnis Level 1

Implermentasi perencanaan
Arsitekiur Enterpnse

Sedangkan rencana aksi terkait dengan
Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan
Setjen DEN dilaksanakan melalui ldentifikasi
Kebutuhan SOP AP di lingkungan Setjen DEN,
Penyusunan dan Evaluasi SOP AP di lingkungan
Setjen DEN, serta Penataan Hubungan dan Tata
Kerja DEN dengan Setjen DEN.

Secara garis besar rencana aksi kegiatan
pada Program Penataan Tatalaksana dapat
digambarkan sebagai berikut :

Implementasi Risk
I men T

Panyempumaan K

Evaluasi Mater Flan IT

Perusunan & Evaluasi S0P AP

Evaluasi & Pervempurnaan Peta
Proses Bisnis Level 3

Implermentasi Perencanaan
Arstaktur Entarprise
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E. PROGRAM PENATAAN MANAJEMEN SDM

Sasaran yang ingin dicapai untuk area perubahan
Penataan Manajemen SDM yaitu tersedianya draft
Permen ESDM tentang Revisi Kode Etik Pegawai,
terlaksananya sosialisasi kode etik Pegawai Setjen
DEN, tersedianya dokumen informasi faktor
jabatan dan peta jabatan, serta dokumen laporan
pengelolaan data base pegawai yang akurat dan up
todate.

Program Penataan Manajemen SDM yang meliputi
kegiatan :
a. Peningkatan Disiplin,
1) Penyusunan Peraturan Peningkatan Disiplin
Pegawai
2) Sosialisasi kode etik pegawai
b. Review Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja
1). Review Analisis Jabatan
2). Review Analisis Beban Kerja
¢. Pengelolaan data base pegawai, dan
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
1) Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi
2) Assessment Individu

Ukuran  keberhasilan untuk area Penataan
manajemen SDM adalah terbangunnya pemahaman
tentang kode etik oleh pegawai Setjen DEN, serta
meningkatnya kinerja dan profesionalisme dari
AparaturSetjenDEN.Ukurankeberhasilanberikutnya
adalah meningkatnya komitmen unsur-unsur
organisasi untuk melakukan reformasi birokrasi,
serta tumbuh kembangnya budaya organisasi
yang produktif, inovatif dan berorientasi kepada
masyarakat. Pegawai dapat bertanggungjawab
atas tugas-tugas organisasi baik dari aspek proses
maupun hasil kerja.

Rencana aksi untuk area Penataan Manajemen SDM
yaitu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan
kode etik (revisi, sosialisasi, melaksanakan program
reward dan punishment dalam hal kedisiplinan
pegawai). Berikutnya adalah  melaksanakan

pembenahan database pegawai, dilaksanakannya
pemutakhiran data pegawai Setjen DEN secara
berkala.

Penyimpanan data secara baik (hardcopy maupun
secara elektronik), Melaksanakan Assessment
individu pegawai berdasarkan kompetensi, sehingga
pegawai dapat menunjukkan kemampuan atau
karakteristik yang akan efektif pada pekerjaannya.
Hal ini juga menciptakan individu aparatur yang
akuntabeldanbertanggungjawabataskinerjamereka
dan pembelajaran serta pengembangan sekaligus
menciptakan budaya transparansi. Assessment
individu pegawai berbasis kompetensi diharapkan
dapat melihat karakteristik individu pegawai dan
kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan
hasil perekrutan pegawai yang baik.

Rencana Aksi Kegiatan pada Program Penataan
Manajemen SDM dapat digambarkan sebagai
berikut :

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN YANG
MELIPUTI KEGIATAN :

a. Penerapan Peran Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan vyang efektif
dan efisien, pelaporan keuangan yang baik,
pengelolaan barang milik negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Pembentukan Satgas SPIP
Setjen DEN sebagai salah satu unit kerja Eselon
| berkomitmen untuk melaksanakan SPIP. Hal
ini diwujudkan dengan membentuk Tim Satuan
Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Satgas SPIP) di lingkungan Setjen
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DENmelaluiSuratKeputusanSekjenDENtentang
Satgas SPIP di lingkungan Setjen DEN Nomor
174 K/73/SJD/2013 tanggal 16 Oktober 2013,
dimana Satgas ini mempunyai tugas membina
pelaksanaan SPIP di lingkungan Setjen DEN,
yang dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan
teknis, pemantauan, evaluasi, penilaian
terhadap pelaksanaan SPI dan melaporkan
kepada Sekjen DEN selaku penanggung jawab.
Akan tetapi Satgas ini perlu untuk review dan
dievaluasi dengan kondisi organisasi dan beban
kerja Setjen DEN saat ini.

¢. Evaluasi Pelaksanaan SPIP

Evaluasi penyelenggaraan SPIP dimaksudkan

untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPIP

di lingkungan Setjen DEN dengan tujuan untuk

mendukung peningkatan kinerja, tranparansi,

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan
pengamanan aset negara di Setjen DEN. Ruang
lingkup penilaian penerapan SPIP difokuskan
pada Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi

Nasional. Kegiatan yang menjadi bahan evaluasi

SPIP adalah:

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bidang
Personil, Pendanaan, Peralatan dan
Dokumen (P3D);

2. Fasilitasi  dalam  Rangka Perumusan
Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan
Rencana Umum Energi Nasional serta
Penyelenggaraan Persidangan; dan

3. Fasilitasidalam Rangka Penetapan Langkah-
Langkah,PenanggulanganKrisisdanDarurat
Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Energi Lintas Sektor;

Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan utama
Setjen DEN. Kriteria penilaian SPI dilakukan pada 5
(lima) Unsur SPIP yang meliputi :

a. Lingkungan Pengendalian dengan bobot 20%;
b. Penilaian Resiko dengan bobot 15%;

s 3

¢. Kegiatan Pengendalian dengan bobot 40%;
Informasi dan Komunikasi dengan bobot 10%;
dan

e. Pemantauan dengan bobot 15%.

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP dipergunakan
untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPIP di
lingkungan Setjen DEN, sehingga dapat diketahui
kondisi penerapan SPIP di lingkungan Setjen DEN
dan dapat diketahui langkah dalam perbaikannya.

Hasil evaluasi penerapan SPIP di lingkungan
Setjen DEN yang dilakukan dititikberatkan untuk
mengetahui sejauh mana penerapan SPIP di
lingkungan Setjen DEN. Sehingga dapat dipetakan
dan diketahui rencana tindak lanjut serta langkah-
langkah  meningkatkan penerapan SPIP i
lingkungan Setjen DEN secara berkelanjutan dan
berkesinambungan, terintegrasi dengan proses
bisnis di lingkungan Setjen DEN.

Disamping itu juga, hasil evaluasi ini dapat menjadi
referensi kepada Pimpinan di lingkungan Setjen DEN
beserta Satgas Pelaksana SPIP untuk mengetahui
kondisiaktual pelaksanaan SPIP dilingkungan Setjen
DEN, untuk ditindaklanjuti dengan memutuskan
program dalam rangka perbaikan ke depan.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas
dalam tata cara evaluasi SPIP perlu dilakukan
penyusunan petunjuk pelaksanan dan pedoman
evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Setjen
DEN.

Rencana Aksi Kegiatan pada Program Penguatan
Pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut :
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Melakukan reviu dan evaluasi

atas hasil SPIP

Melakukan reviu Satyas SPIP ”*"‘."“"“." U ntar!samd o
we rfikasi masalah intemal

Evaluasi prasedurSPIP F‘enapg Hnﬂ.n pe r.u'elesal.ﬂ.nhn —
lanjut dar hesil pemerksaan

Melakukan evaluasiinternal
pelaksanaankeqiatan dan
angparan

PenyusunanPedoman
Pelaksanagn SPIP

G. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA, YANG MELIPUTI KEGIATAN :

a.

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-

jawaban keuangan negara sesuai peraturan

perundang-undangan.

Penguatan akuntabilitas di Setjen DEN dilaku-

kan melalui upaya proses rencana kerja dan

anggaran, pelaksananan pengelolaan Barang

Milik Negara, Penyusunan Laporan Keuangan,

serta konsultasi/pendampingan APIP.

1) Proses rencana kerja dan anggaran
Proses rencana kerja dan anggaran
dilakukan melalui beberapa tahapan yang
diawali dengan melakukan evauasi dan
review terhadap RESNTRA Setjen DEN, yang
diperlukan penyesuaian dengan perubahan
kondisi dan kegiatan institusi dalam
menghadapi kondisi pengelolaan energi
saat ini. Disamping itu juga diperlukan
untuk melakukan penyesuaian dan review

Melakukan evaluasi peninghkatan
pelaksanaan3PIF

Mening katkan fungsi Satgas
SPIPmelaluipeningkatan
kemampuandalampelaksangan

EVRUES

Menemapkan aturan pe rlakw
kode etk pegawai

Menyusun Sistem Infarnasi
Evaluasidan Pelaksanaan SPIP

2)

Femantauan pelaksanaan secarm
herkelanjutan sebagai hasil
permantavan pelaksanaan SPIP

Meaksanakan peningkatan
kemarmpuan Satgas SPIP dalam
pelaksanaan evalugsi

Evaluasi dan penyempummaan
pelaksanaan aturan pe rilakul
kode etik pegamwai

Melakukan evaluasiPenyusunan
SisternInformasi Evaluasidan
Pelaksanaan SPIP

terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pada saat proses penyusunan rencana kerja
tahunan dan anggaran akan melibatkan
semua Unit yang ada di lingkungan Setjen
DEN dengan tetap berkoordinasi dengan
Biro Perencanaan Kementerian ESDM.
Khusus untuk penyusunan anggaran setiap
tahun akan dilakukan review oleh APIP, yang
dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal KESDM.

Sebagai bagian dari penerapan manajemen
kinerja yang lebih baik, telah dilakukan
diskusi dan mengikuti beberapa pelatihan
dan sosialisasi dalam penyusunan dokumen
perencanaan, seperti Rencana Kinerja
Tahunan, RKA-KL, dan Penetapan Kinerja.
Pelaksanaan pengelolaan BMN

Tujuan dari pengelolaan BMN adalah
untuk mewujudkan tertib administrasi
dan mendukung tertib pengelolaan BMN.
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Dalam pelaksanaannya kegiatan yang

dilakukan adalah melakukan pengelolaan

BMN, melakukan inventarisasi barang milik

negara dengan menggunakan aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi

BMN dan menyusun laporan pengelolaan

BMN secara periodik (untuk setiap semester

serta tahunan).

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan

pengelolaan BMN beberapa kegiatan yang

dilakukan adalah :

a) Rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jakarta Il setiap
semester;

b) Inventarisasi terkait Aset Tidak
Berwujud (ATB) dengan Inspektorat
Jenderal KESDM,;

¢) Inventarisasi data BMN di lingkungan
Sekretariat ~ Jenderal DEN  dan
merekamnya pada aplikasi SIMAK
BMN;

d) Rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
(PPBMN) KESDM setiap semester;

e) Rekonsiliasi dan koreksi pencatatan data
SIMAK BMN terkait Aset Tidak Berwujud
(ATB) dengan Pusat Pengelolaan Barang
Milik Negara (PPBMN) KESDM.

Penyusunan laporan keuangan

Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara setiap organisasi pemerintah
menyusun laporan keuangan yang terdiri
dari realisasi anggaran, neraca dan arus kas,
laporan operasional dan perubahan ekuitas
yang disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan Setjen DEN perlu dilakukan
beberapa hal sebagai berikut :

a) Rekonsiliasi data Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) dengan pihak KPPN
Jakarta Il setiap bulan.

b) Membuat  Laporan  Pertanggung
Jawaban (LPJ) Bendahara kepada KPPN
Jakarta Il setiap bulan.

¢) Konsinyering dalam rangka persiapan
rekonsiliasi dan klarifikasi laporan
Keuangan Semester |.

d) Konsinyering dalam rangka persiapan
rekonsiliasi dan klarifikasi laporan
Keuangan Semester I.

Hasil dari kegiatan Rekonsiliasi dan
Klarifikasi Laporan Keuangan adalah Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) yaitu dokumen
yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi
telah  dilaksanakan  dan/atau  telah
menunjukan hasil yang sama antara data
Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI)/Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara.

Peningkatan kemampuan personil di Setjen
DEN dalam hal pengelolaan keuangan
melalui keikutsertaan dalam diklat dan
bimbingan teknis pengelolaan keuangan
lembaga pemerintah.

b. Pencapaian target IKU/Penyempurnaan dan
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan dan Pencapaian IKU

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/
atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran yang ditetapkan
organisasi. Setjen DEN memiliki indikator kinerja
utama berdasarkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun
2015, vaitu :
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NO.

INDIKATOR KINERJA

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Nasional

SATUAN

%

SASARAN
STRATEGIS

Tercapainya target bauran energi

Evaluasi Pencapaian Program Rencana Umum
Energi Nasional

%

dan program rencana umum
energi nasional

Penyusunan Energy Outlook

Dokumen

Terwujudnya gambaran
perencanaan energi ke depan

Tingkat Penyelesaian Rumusan Penanggulangan

%

Tingkat Pelaksanaan Identifikasi Daerah Krisis dan

Darurat Energi

%

Tertanggulanginya daerah krisis
dan darurat energi

Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral

%

Mendorong pencapaian target
kebijakan energi nasional dan
rencana umum energi nasional
serta rencana umum energi
daerah

Beberapa upaya yang dilakukan Setjen DEN
dalam mencapai target tersebut adalah dengan

melakukan :
1. Menetapkan indikator  kinerja  yang
berorientasi pada outcome, sehingga

pencapaian kinerja lebih dapat terukur dan
dirasakan manfaatnya;

Meningkatkan koordinasi penyiapan bahan
pengelolaan energi nasional dalam rangka
penyusunan kebijakan energi;

Penyelesaian ~ Rumusan  Penanggulan
Kondisi Krisis dan Darurat Energi;
Melakukan penyelesaian pedoman dan
melakukan  pengawasan  pelaksanaan
kebijakan energi yang bersifat lintas sektor.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

1.

LAKIP (perencanaan Kkinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja
dan capaian kinerja)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Insatansi  Pemerintah dilakukan dengan
tujuan untuk melaksanakan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis  Perjanjian  Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Selain untuk
memenuhi Permen PAN-RB tersebut, Setjen
DEN menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk
perwujudan pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel.

Disamping itu Setjen DEN melakukan
penyusunan Laporan Kinerja per triwulan
atas pelaksanaan kegiatan strategis yang
disampaikan kepada Unit Pengendali
Kinerja KESDM.

Laporan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Setjen DEN
merupakan dokumen yang berisi tentang
analisis kinerja Setjen DEN, dimana hasil
analisis tersebut merupakan penilaian
terhadap kinerja Setjen DEN, penilaian
tersebut diharapkan dapat menjadi bahan
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evaluasi dan acuan untuk menentukan
langkah-langkah  peningkatan  kinerja
organisasi pada tahun-tahun selanjutnya.

Laporan Setjen DEN

Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan
dengantujuanuntuk memberikangambaran
atas hasil pelaksanaan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Setjen DEN pada tiap
tahunnya. Hasil dari penyusunan Laporan
Tahunan Setjen DEN adalah dokumen yang
berisi gambaran atas capaian pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Setjen DEN.

Disamping itu, laporan tahunan ini
digunakan sebagai sarana pengendalian,
penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik
dan bersih (good governance and clean
government) serta sebagai umpan balik
dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan periode tahun berikutnya.

Rencana Aksi Kegiatan pada Program
PenguatanAkuntabilitasdapatdigambarkan
sebagai berikut :

Meningkatkan kaordinasi dalam
penyusunananggaran

Evaluasi atas [nd ikatar Kinerja
Utama (KLU

Meningkatkan pemaharran dakm
penyusunananggaran

Menyusun SOP EveluasiKineja

Mening katkan keterbukaan
sistem pelaparan keuangandan
BMM

Pelaksanaan dan Evaluasi
RENSTRA Sefjen DEN

Penyesuaian penyusunan
Rencana Kegiatan Tahunan
dengan KL

Meningkatkan kualitas
penyusunananggaran dan
pelaksanaanevaluasi kinera

PenyusunanSistem Infarrmasi
Pelaporan dan Pengukuran
Kinerjayang terintegrasi

Meningkatkan kualitas sistem
pelaperan keuangan dan BMM

Pelaksanaan dan revisi
REMNSTRA Setjen DEN

Mensine mgikan penyusunan
snggarand
evalu asik

kinerja Setien DEM

Penyusunan Sistern Informasi
Pelaparan dan Pengukuran
Kinera yang terinteq rasi

Mening katkan efekiiitas dan
efisiensi sisterm pelaparan
keuangandan BRK

Pelaksanaan dan evaluasi
RENSTRA Setjien DEN

Meningkatkan sinergitas
PENYLSUNEN BNRgREn dengen
[KL'dan evaluasi kinerja

Mening katkan tran spartan si dan
akuntabilitaslaparan keuangan
dan kinerja

SistemInformasi Pelaporandan
Pengukuran Kinerja yang
terinteqrasidan dapat diakses
oleh Lnit di ingkungan Setjen
DEN

Mening katkan efektiitas d an
efigie n&i sistern pelaparan
keuangandan BMN
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H.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK

Pelayanan publik menjadi salah satu poin utama dari
pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai salah satu
Lembaga Pemerintah, Setjen DEN mempunyai tugas
memberikan dukungan teknis dan administratif
kepada DEN serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja,
dalam upaya penyusunan manajemen kebijakan
energi di Indonesia.

Pelayanan publik merupakan aspek yang selalu
menjadi perhatian masyarakat, penerapan sistem
manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu
mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang
efektif dan efisien serta menjaga profesionalisme
para petugas pelayanan. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen
peningkatan pelayanan publik agar mampu
mendorong  perubahan profesionalisme  para
penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas
pelayanan  terhadap  masyarakat.  Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang
meliputi kegiatan :

a. Perumusan quick wins pelayanan unggulan;

b. Sosialisasi standar pelayanan;

¢. Implementasi standar pelayanan;

1) Penyusunan rencana kerja  kegiatan
pelayanan dan target kinerja
2) Penyediaan infrastruktur  pendukung

(sarpras dan fasilitas);
3) Dukungan Tl dan implementasi pelayanan;
d. Prosedur penanganan keluhan, saran dan
masukan dan
1) Penyusunan sistem dan prosedur keluhan,
saran dan masukan
2) Tindak lanjut atas keluhan, saran dan
masukan
e. Peningkatan pelayanan publik
1) Penyusunan strategi peningkatan imej
setien DEN dan DEN melalui kampanye
media dan non media;
2) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Energi;

3) Penyusunan Energy Outlook; .

4) Penyusunan Indikator Ketahanan &
Kemandirian Energi; .

5) Pengelolaan informasi  publik  dan
kehumasan;

6) Pengelolaan website,

7) JDIH Setjen DEN;

8) Layanan Informasi dan
Masyarakat.

Pengaduan

Ukuran keberhasilan dari program tersebut terdiri

atas 2 (dua) indikator yaitu:

a. Terselenggaranya pelayanan publik yang cepat
kepada masyarakat;

b. Peningkatan kepuasan
pelayanan publik.

publik  terhadap

Hasil yang diharapkan dari program tersebut ini

terdiri atas 9 (sembilan) hal yaitu:

a. Tersedianya rumusan quick wins pelayanan
unggulan

b. Terlaksananya sosialisasi standar pelayanan

¢. Terlaksananya pelayanan unggulan sesuai
standar

d. Tersedianya infrastuktur pendukung pelayanan

e. Tersedianya sistem dukungan IT untuk
implementasi pelayanan

f. Draft pedoman system dan prosedur keluhan,
saran dan masukan

g. Laporan tindak lanjut atas keluhan, saran dan
masukan

h. Terselenggaranya dua kali pertemuan Anggota
DEN dengan konstituen (industri, teknologi,
lingkungan hidup, akademisi, dan konsumen)

i.  Meningkatnya profesionalitas aparatur.

Rencana Aksi Kegiatan pada Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat
digambarkan sebagai berikut :
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Penyusunan Rencana Kerja

kegiaten Pelayanan Dan Target

Kingrja

Penyusunan Sistem Dan
Prosedurkeluhan, Seran Dan
Masukan

Penyusunan Strategi
Peningkatan Ime DEN
Can DEM Melalui Kampanye

Media Dan Man Media

PenyusunanCutloak Energi

Pemumusan Ceick Wins
Pelayanan Lnggulan

Sasialisasi StandarPelayanan

Peryediaan Imira strukiur
Pendukung (Sarpras Dan
Fasilitas)

Tindak L anjut Atas Keluhan,
Samn Dan Masuken

Pennelalaaninformasi Publik Dan

Kehurmasan

Sasialisasi RUEN

& Kemandirian Energi

9. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI :

dan

monitoring.

a. evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan
8 (delapan) area perubahan secara berkala;

b. pembangunan aplikasi Tl untuk evaluasi dan

i StandarPelayanan

Fenyedigan Dukungan TIDan
|mplementasi Pelayanan

Penyelenggaraan konsutasi
Fublik

elaksanakan Pengelalaan

Pemyelenggaraan Dialag Enengi

Pengelalaan Infarmasi Publik Dan
kehumasan

Melaksanekan Pengelolasn
Wehsite

Penyelenggaraan Konsutasi
Publik

Penyusunan Outlaok Ene i
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MONITORING
DAN EVALUASI

A. MONITORING

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi
dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja
Sekretariat Jenderal DEN. Monitoring dilakukan untuk
mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan
dalam Roadmap reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai
denganjadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana
telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal
yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat
kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga
tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang
telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat

dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan
kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang
dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan
untuk merespon permasalahan atau perkembangan
lingkungan strategis. Pertemuan ini penting
mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor
oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja
untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan

rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/
satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk
membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan
penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon
permasalahan atau perkembangan lingkungan
strategis;

2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja
di lingkungan Setjen DEN untuk merespon
permasalahan yang harus cepat diselesaikan;

3. Survey terhadap kepuasan pemangku kepentingan

terkait;

4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi
birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Roadmap
dengan realisasinya.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Setjen DEN yang dilaksanakan setiap enam
bulan sekali dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk
menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara
keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring
yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL 2016-2019

Isi Roadmap.indd 27

719116 12:13:22 AM



s 3

Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi

semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja untuk

membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan

penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6

(enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga

tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam

rangka merespon perkembangan lingkungan strategis.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh

prioritas yang telah ditetapkan. Berbagai informasi

yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan
dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;

2. Survey kepuasan para pemangku kepentingan
terkait;

3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi
birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Roadmap
dengan realisasinya;

4. Pertemuan dalam rangka koordinasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh
Kementerian ESDM.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus
memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi di tahun-tahun berikutnya.
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PENUTUP

Reformasi birokrasi yang merupakan tuntutan dari
masyarakat untuk perubahan signifikan terhadap
elemen-elemen birokrasi yang meliputi kelembagaan,
sumber daya manusia, ketatalaksanaan, akuntabilitas
kinerja aparatur, pengawasan dan pelayanan publik
perlu dlaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DEN dilakukan
untuk memperbaiki kinerja dalam rangka memberikan
dukungan teknis dan adminstratif kepada Dewan Energi
Nasional yang merupakan lembaga yang merumuskan
dan menetapkan kebijakan pengelolaan energi.
Walaupun belum optimal dilakukan di lingkungan
Setjen DEN prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
telah dilakukan, terkait keterbukaan dan transparansi
informasi publik untuk mengetahui proses perumusan
dan penyusunan kebijakan energi.
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LAMPIRAN PROGRAM, STRATEGI, UKURAN
KEBERHASILAN, DAN RENCANA KEGIATAN 8
(DELAPAN) AREA PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI SETJEN DEN 2016 - 2019
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